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ABSTRAK

Tantangan tata kelola pemerintahan di era globalisasi semakin kompleks, terutama di Provinsi Jawa Barat, yang
menghadapi tuntutan masyarakat akan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam layanan publik. Meskipun
reformasi tata kelola telah diimplementasikan, hambatan seperti birokrasi rumit, kurangnya akuntabilitas, dan
perubahan sosial ekonomi yang cepat masih mempengaruhi kualitas pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis dampak reformasi tata kelola administrasi pemerintahan terhadap efisiensi layanan publik. Fokus
utama penelitian ini adalah pada perubahan yang terjadi dalam transparansi dan partisipasi publik akibat reformasi
tersebut, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, termasuk hambatan birokrasi dan adopsi
teknologi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui 30
wawancara mendalam dengan 10 pegawai pemerintah, 10 pelaku usaha, dan 10 anggota masyarakat. Selain itu,
diskusi kelompok terfokus (FGD) dilakukan dengan 8-12 partisipan untuk memperdalam pemahaman mengenai
pengalaman mereka. Analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
reformasi tata kelola di Provinsi Jawa Barat telah mempercepat layanan administrasi publik, terutama melalui
digitalisasi yang mengurangi waktu pemrosesan perizinan. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya
manusia, resistensi terhadap perubahan, dan kesenjangan kebijakan antar daerah masih ada. Oleh karena itu,
peningkatan pelatihan pegawai dan penyederhanaan prosedur birokrasi sangat diperlukan untuk memastikan
keberlanjutan reformasi.

Kata Kunci: Reformasi Tata Kelola, Administrasi Pemerintahan, Efisiensi Layanan Publik, Transparansi,
Partisipasi Publik, Digitalisasi, Provinsi Jawa Barat.

ABSTRACT

The challenges of governance in the era of globalization are becoming increasingly complex, particularly in West
Java Province, which faces public demands for efficiency, transparency, and accountability in public services.
Although governance reforms have been implemented, obstacles such as complex bureaucracy, a lack of
accountability, and rapid socio-economic changes continue to impact service quality. This study aims to analyze
the impact of administrative governance reforms on the efficiency of public services. The main focus of this
research is on the changes in transparency and public participation resulting from the implemented reforms, as
well as the primary challenges faced in their implementation, including bureaucratic obstacles and technology
adoption. The research employs a qualitative approach. Data were collected through 30 in-depth interviews with
10 government officials, 10 business actors, and 10 members of the general public. Additionally, focus group
discussions (FGDs) were conducted involving 8-12 participants to gain deeper insights into their experiences
related to governance reforms. Data analysis was performed using a thematic approach. The findings indicate
that governance reforms in West Java Province have accelerated public administrative services, particularly
through digitalization, which has reduced processing times for permits. However, challenges remain, such as
limitations in human resources and technology, resistance to change among civil servants, and discrepancies in
policy implementation across regions. Therefore, enhancing employee training and simplifying bureaucratic
procedures are essential to ensure the sustainability of these reforms.

Keywords: Governance Reform, Administrative Governance, Public Service Efficiency, Transparency, Public
Participation, Digitalization, West Java Province.

PENDAHULUAN.

Di era globalisasi, tantangan tata kelola pemerintahan melintasi batas nasional hingga lokal.
Negara-negara di seluruh dunia menghadapi tekanan untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan
transparansi sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat yang kompleks (OECD, 2024; United
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Nations, 2019; World Bank, 2024). Provinsi Jawa Barat, sebagai salah satu entitas administratif terbesar
di Indonesia dengan populasi lebih dari 50 juta jiwa, menghadapi tantangan ini dalam mengelola
dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Meskipun potensial sebagai lokomotif ekonomi nasional, Jawa
Barat mengalami tantangan dalam tata kelola yang dapat menggerus kepercayaan publik.

Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa skor Indeks Persepsi
Korupsi (IPK) di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 mencapai 67,48, yang masih di bawah rata-rata
nasional. Penurunan IPK ini dipengaruhi oleh beberapa indikator penting, seperti transparansi
pemerintah, akuntabilitas pengelolaan keuangan, penegakan hukum, partisipasi publik, serta
kemudahan akses informasi. Berikut adalah tabel yang merangkum indikator-indikator IPK beserta nilai
yang dicapai oleh Jawa Barat dibandingkan dengan rata-rata nasional:

Tabel 1
Indikator IPK Jawa Barat dibandingkan Rata-rata Nasional (2022)
Indikator IPK Skor Jawa Barat (2022) Rata-rata Nasional (2022)
Transparansi Pemerintahan 65,00 70,00
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan 68,00 72,50
Penegakan Hukum 60,00 65,00
Partisipasi Publik 67,50 69,50
Kemudahan Akses Informasi 66,00 68,00

Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2022.

Survei Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan publik di Jawa Barat masih tergolong rendah, dengan skor Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) sebesar 71,87. Beberapa aspek pelayanan, seperti kecepatan layanan dan
keterbukaan informasi, perlu diperbaiki. Berikut adalah tabel yang merinci nilai dari setiap indikator
yang digunakan dalam survei IKM di Jawa Barat pada tahun 2023, IKM terdiri dari beberapa indikator
yang dinilai oleh masyarakat. Masing-masing indikator ini berperan penting dalam membentuk persepsi
keseluruhan terhadap kualitas pelayanan publik yang diterima. Berikut adalah tabel yang merinci nilai
dari setiap indikator yang digunakan dalam survei IKM di Jawa Barat pada tahun 2023:

Tabel 2
Indikator IKM Jawa Barat (2023)
Indikator IKM Skor Jawa Barat (2023) Standar Kepuasan Nasional
Kecepatan Layanan 70,50 75,00
Keterbukaan Informasi 68,00 72,00
Kompetensi dan Profesionalisme Petugas 72,00 74,00
Kemudahan Prosedur 69,50 73,00
Ketersediaan Sarana dan Prasarana 72,50 76,00
Keadilan Layanan 71,20 73,50

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2023.

Birokrasi yang lamban dan berbelit-belit menjadi keluhan umum, mengakibatkan inefisiensi dan
menghambat daya saing daerah. World Bank (2024) menyebut inefisiensi birokrasi sebagai hambatan
utama dalam iklim usaha di Indonesia, termasuk di Provinsi Jawa Barat. Dalam beberapa tahun terakhir,
pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan komitmen kuat untuk reformasi tata kelola dan
meningkatkan efisiensi administrasi sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak reformasi tata kelola dan efisiensi
administrasi di Provinsi Jawa Barat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini
mengeksplorasi proses implementasi kebijakan dan mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang
mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan reformasi tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat
memberikan wawasan strategis untuk meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan daerah, serta
memberikan kontribusi pada pemahaman global terkait strategi yang efektif dalam pelaksanaan
reformasi administrasi publik.
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Literatur Review
Teori Tata Kelola (Governance Theory)

Teori Tata Kelola menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam
pemerintahan daerah. (UNDP, 2009) menyoroti bahwa tata kelola yang baik meliputi transparansi,
akuntabilitas, dan partisipasi publik yang efektif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Papaconstantinou (2023) menambahkan bahwa tata kelola yang baik juga harus mampu beradaptasi
dengan perubahan teknologi dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks dalam konteks
globalisasi.

Grindle, (2012) menguraikan bahwa tata kelola yang baik juga mencakup aspek keberlanjutan
dan kemampuan institusi untuk mengelola risiko secara efektif, terutama dalam menghadapi tantangan
global seperti perubahan iklim dan krisis kesehatan. Ini menunjukkan bahwa pemerintahan daerah tidak
hanya perlu efisien tetapi juga harus memiliki ketahanan jangka panjang. Milakovich (2021)
menambahkan bahwa integrasi data dan teknologi informasi dalam proses pengambilan keputusan
pemerintahan dapat mengoptimalkan efisiensi dan responsivitas dalam memberikan pelayanan publik.
Ini mencerminkan pentingnya adaptasi terhadap revolusi teknologi dalam memperkuat tata kelola yang
modern dan adaptif di tingkat daerah.

Kaufmann et al., (2011) menyatakan bahwa tata kelola yang baik juga harus mencakup penguatan
kapasitas institusi dan pengembangan sumber daya manusia yang kompeten untuk mendukung
penerapan kebijakan yang efektif dan efisien. Dalam konteks ini, peningkatan kapasitas dan kualitas
sumber daya manusia menjadi kunci untuk mencapai tata kelola yang baik.

Secara keseluruhan, teori tata kelola menekankan bahwa pemerintahan yang efektif harus
mengedepankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, keberlanjutan, dan kemampuan untuk
beradaptasi dengan perubahan teknologi dan tantangan global. Pendekatan ini memastikan bahwa
pemerintahan daerah tidak hanya efisien dan responsif, tetapi juga memiliki kapasitas untuk bertahan
dan berkembang dalam jangka panjang.

Teori Birokrasi (Bureaucracy Theory)

Teori Birokrasi yang diperkenalkan oleh Max Weber memberikan wawasan mendalam tentang
struktur dan fungsi birokrasi dalam administrasi publik. Weber (2009)menjelaskan bahwa birokrasi
ideal ditandai oleh hirarki yang jelas, pembagian kerja yang rasional, aturan dan prosedur yang baku,
serta impersonalitas dalam hubungan kerja. Konsep ini menekankan pentingnya efisiensi dan
prediktabilitas dalam organisasi.

Pollitt & Bouckaert (2017)menekankan bahwa birokrasi modern harus tidak hanya efisien tetapi
juga responsif terhadap perubahan lingkungan eksternal yang cepat. Menurut Pollitt, fleksibilitas dan
adaptabilitas dalam birokrasi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif,
terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat.

Penelitian terbaru oleh (Osborne (2020) menyoroti pentingnya transformasi digital dalam
administrasi publik. Osborne menunjukkan bahwa integrasi alat dan platform digital dalam proses
birokrasi dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keterlibatan warga. Transformasi ini sangat
penting dalam konteks lanskap teknologi yang berkembang pesat dan meningkatnya permintaan publik
untuk layanan pemerintah yang lebih mudah diakses dan responsif Osborne, 2020).

Hood & Dixon, (2015) berpendapat bahwa pengukuran dan manajemen kinerja dalam struktur
birokrasi sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan perbaikan terus-menerus. Penelitian
mereka menunjukkan bahwa penerapan metrik kinerja yang kuat dapat membantu mengidentifikasi
ketidakefisienan dan area yang perlu diperbaiki dalam administrasi publik.

Christensen et al.,, (2020) mengeksplorasi konsep organisasi "pasca-birokrasi,” yang
menganjurkan pendekatan tata kelola yang lebih terdesentralisasi dan berbasis jaringan. Mereka
berpendapat bahwa model birokrasi hierarkis tradisional mungkin kurang efektif dalam menangani
masalah kompleks dan multifaset di masyarakat modern. Sebaliknya, model kolaboratif dan partisipatif
yang melibatkan banyak pemangku kepentingan dapat memberikan solusi yang lebih inovatif dan
efektif.

Penelitian terbaru oleh juga menekankan pentingnya adopsi teknologi dalam tata kelola
pemerintahan. Janowski menunjukkan bahwa teknologi informasi dapat membantu mengurangi
birokrasi yang berlebihan dan meningkatkan efisiensi serta transparansi dalam pelayanan publik.
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Evolusi teori birokrasi ini menekankan perlunya administrasi publik modern untuk
menyeimbangkan efisiensi dengan responsivitas dan adaptabilitas. Mengintegrasikan teknologi digital,
meningkatkan manajemen kinerja, dan mengadopsi model tata kelola yang lebih kolaboratif adalah
strategi kunci untuk menghadapi tantangan kontemporer dalam administrasi publik.

Teori Kebijakan Publik (Public Policy Theory)

Teori Kebijakan Publik menganalisis proses pembuatan dan implementasi kebijakan publik,
dengan fokus pada bagaimana kebijakan dirumuskan, diadopsi, dan dievaluasi. Dye (1992) menekankan
pentingnya evaluasi kebijakan sebagai alat untuk mencapai tujuan reformasi tata kelola. Menurut Dye,
evaluasi yang sistematis dapat membantu mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan dalam
implementasi kebijakan serta memberikan dasar untuk perbaikan berkelanjutan.

Howlett & Mukherjee (2018) menyoroti perlunya adaptasi kebijakan terhadap dinamika sosial
ekonomi yang terus berubah. Mereka menekankan bahwa kebijakan publik harus responsif terhadap
perubahan konteks sosial dan ekonomi untuk tetap relevan dan efektif. Selain itu, integrasi teknologi
informasi dalam proses kebijakan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi implementasi kebijakan
di tingkat daerah.

Smith & Larimer (2018) membahas pentingnya analisis kebijakan yang komprehensif untuk
memahami kompleksitas masalah publik dan mengembangkan solusi yang efektif. Mereka menekankan
penggunaan metode ilmiah dalam analisis kebijakan untuk memastikan bahwa keputusan kebijakan
didasarkan pada bukti yang kuat.

Perry & Kingdon (1985) mengembangkan teori "Multiple Streams," yang menggambarkan
proses kebijakan sebagai hasil dari interaksi antara tiga aliran: masalah, kebijakan, dan politik. Teori
ini membantu menjelaskan bagaimana isu-isu tertentu mendapatkan perhatian kebijakan dan bagaimana
solusi kebijakan muncul dalam konteks politik yang dinamis.

Penelitian terbaru oleh Sabatier (2019) memperkenalkan berbagai pendekatan teoretis untuk
memahami proses kebijakan, termasuk model advokasi koalisi dan pendekatan berbasis jaringan.
Mereka menekankan bahwa pemahaman tentang dinamika aktor kebijakan dan interaksi antar-
pemangku kepentingan sangat penting untuk implementasi kebijakan yang sukses.

Teori Partisipasi Masyarakat (Community Participation Theory)

Teori Partisipasi Masyarakat meneliti peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan dan
implementasi kebijakan. Arnstein (2019) mengembangkan konsep "Tangga Partisipasi,” yang
menggambarkan berbagai tingkat partisipasi publik dari manipulasi hingga kontrol warga penuh.
Tangga partisipasi ini membantu menggambarkan sejauh mana masyarakat dapat mempengaruhi
kebijakan publik, mulai dari tingkat rendah di mana partisipasi lebih bersifat simbolis, hingga tingkat
tinggi di mana masyarakat memiliki kontrol langsung terhadap keputusan kebijakan.

Rowe & Frewer (2000) menekankan pentingnya integrasi berbagai pemangku kepentingan dalam
proses partisipasi. Mereka mengidentifikasi metode-metode partisipasi yang efektif, seperti konsultasi
publik, kolaborasi, dan partisipasi yang didorong oleh warga, yang dapat menghasilkan keputusan
publik yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Menurut mereka, partisipasi yang efektif harus mencakup
representasi yang luas dari masyarakat dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan.

Quick & Feldman (2011) membahas pentingnya membedakan antara partisipasi dan inklusi
dalam proses kebijakan publik. Mereka berpendapat bahwa inklusi yang sebenarnya melibatkan upaya
untuk memastikan bahwa semua suara, terutama yang terpinggirkan, didengar dan dipertimbangkan
dalam pengambilan keputusan.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif untuk memahami kepuasan masyarakat dan
efisiensi administrasi di Provinsi Jawa Barat. Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi
mendalam terhadap pengalaman dan persepsi responden mengenai layanan publik (Chih-Pei & Chang,
2017). Populasi penelitian mencakup masyarakat umum, pelaku usaha, dan ASN di Provinsi Jawa
Barat, dengan purposive sampling digunakan untuk memilih 30 partisipan yang mewakili populasi
tersebut. Wawancara mendalam dilakukan dengan 10 pelaku usaha, 10 anggota masyarakat, dan 10
pegawai pemerintah. Selain itu, diskusi kelompok terfokus (FGD) melibatkan 10-12 peserta di setiap
sesi.
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Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan FGD, yang dirancang untuk menggali
persepsi individu dan memfasilitasi diskusi tentang isu-isu terkait tata kelola pemerintahan (Seidman,
2006; Krueger & Casey, 2015). Panduan wawancara dan FGD disusun berdasarkan tema utama, seperti
kepuasan terhadap pelayanan publik. Pengumpulan data dilakukan baik secara tatap muka maupun
virtual, sesuai preferensi responden.

Analisis data menggunakan teknik analisis tematik (Braun & Clarke, 2006) dengan pengkodean
dan pengelompokan tema yang relevan. Validitas dan reliabilitas temuan dijaga melalui triangulasi data
(Denzin, 2018). Sebelum pengumpulan data, partisipan diberi informasi lengkap tentang penelitian dan
diminta persetujuan tertulis, dengan jaminan kerahasiaan identitas mereka (Merriam & Tisdell, 2009).

Metode kualitatif ini memungkinkan pemahaman yang komprehensif mengenai kepuasan
masyarakat, efisiensi administrasi, dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam
meningkatkan kualitas layanan publik di Jawa Barat.

HASIL
1. Reformasi Tata Kelola: Kemajuan dan Tantangan
Sebagian besar responden mengakui bahwa reformasi tata kelola di Provinsi Jawa Barat telah
menunjukkan kemajuan, terutama dalam transparansi dan partisipasi publik. Peningkatan
transparansi dicapai melalui kebijakan yang membuka akses informasi dan meningkatkan
keterlibatan masyarakat dalam konsultasi kebijakan. Meskipun demikian, implementasi reformasi
sering kali tidak konsisten. Contohnya, Kota Bandung berhasil mengadopsi prosedur baru,
sementara Kabupaten Cianjur masih menghadapi tantangan.
Keterbatasan partisipasi masyarakat juga menjadi masalah, dengan hanya 60% responden
merasa terlibat aktif dan 50% menilai efektivitas forum publik. Tabel berikut menggambarkan
persepsi masyarakat terhadap transparansi dan partisipasi dalam reformasi tata kelola:

Tabel 3.
Persepsi Masyarakat terhadap Transparansi dan Partisipasi dalam Reformasi Tata Kelola
Indikator Persentase Responden yang Setuju (%)
Transparansi Pemerintah 75%
Partisipasi Publik 60%
Konsistensi Kebijakan 55%
Efektivitas Forum Publik 50%

Sumber: Wawancara mendalam dengan masyarakat, 2024.

Keberhasilan reformasi sangat dipengaruhi oleh konteks lokal, termasuk kepemimpinan
daerah dan dukungan masyarakat. Kota Bandung dengan inisiatif digitalisasi seperti "LAPOR!" dan
"Bandung Smart City" mencatat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di atas 75% (BPS, 2023),
sedangkan daerah dengan infrastruktur terbatas seperti Kabupaten Garut mengalami hambatan.

Data dari BPS 2023 menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kecepatan
layanan publik di Jawa Barat hanya mencapai 70,50, di bawah standar nasional 75,00. Hal ini
mencerminkan inefisiensi dalam administrasi, terutama di daerah yang belum sepenuhnya
mengadopsi teknologi. Keterbukaan informasi di Jawa Barat juga rendah, dengan skor 68,00, di
bawah standar nasional 72,00.

Berdasarkan hasil ini, direkomendasikan agar pemerintah daerah memprioritaskan
peningkatan infrastruktur digital, pelatihan pegawai, dan penyederhanaan prosedur birokrasi untuk
meningkatkan efisiensi layanan publik serta keterbukaan informasi di seluruh daerah.

2. Efisiensi Administrasi dalam Layanan Publik

Reformasi tata kelola administrasi di Provinsi Jawa Barat telah membawa perbaikan yang
signifikan dalam hal efisiensi layanan publik, khususnya terkait proses perizinan dan pelayanan
administratif. Berdasarkan hasil wawancara dan diskusi kelompok terfokus (FGD), sebagian besar
responden, terutama dari kalangan pelaku usaha, menyatakan bahwa penyederhanaan prosedur
perizinan telah memberikan dampak positif terhadap operasional mereka. Mereka melaporkan
bahwa waktu pemrosesan perizinan yang sebelumnya memakan waktu rata-rata 85 hari telah
berkurang menjadi 45 hari setelah implementasi reformasi. Perbaikan ini secara langsung
mengurangi hambatan administratif yang sebelumnya memperlambat proses bisnis.
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Data ini sejalan dengan hasil survei dari APINDO pada tahun 2023, yang menunjukkan bahwa
jumlah dokumen yang dapat diproses setiap bulan juga mengalami peningkatan dari 1.500 dokumen
sebelum reformasi menjadi 3.000 dokumen setelah reformasi. Hal ini mencerminkan peningkatan
efisiensi dalam administrasi pemerintahan, yang berdampak positif pada volume dokumen yang
dapat diproses dengan lebih cepat dan efisien.

Tabel 4
Persepsi Pelaku Usaha terhadap Efisiensi Administrasi setelah Reformasi
Indikator Sebelum Reformasi Setelah Reformasi
Waktu Pemrosesan Perizinan 85 hari 45 hari
Jumlah Dokumen yang Diproses 1.500 3.000
Kepuasan terhadap Sistem Baru 60% 75%

Sumber: APINDO, 2023.

Namun, meskipun ada peningkatan dalam efisiensi perizinan, sejumlah responden dari FGD
masih melaporkan adanya hambatan birokrasi yang belum sepenuhnya terselesaikan. Beberapa
sektor tetap menghadapi prosedur yang dianggap rumit, terutama di daerah-daerah dengan
infrastruktur yang belum memadai, seperti Kabupaten Garut dan Kabupaten Sukabumi. Hambatan
ini mencakup proses administratif yang tidak konsisten antara satu daerah dengan daerah lain, serta
ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menyederhanakan prosedur yang berlaku. Hal ini sesuai
dengan laporan dari World Bank (2024), yang menyebutkan bahwa inefisiensi birokrasi masih
menjadi salah satu tantangan utama dalam meningkatkan iklim bisnis di Jawa Barat.

Hasil wawancara juga mengungkapkan bahwa meskipun pelaku usaha di kota-kota besar
seperti Bandung dan Bekasi merasa mendapatkan manfaat dari digitalisasi layanan, pelaku usaha di
daerah terpencil mengeluhkan kurangnya akses terhadap teknologi dan sistem yang terintegrasi.
Mereka menyebutkan bahwa digitalisasi belum sepenuhnya diimplementasikan dengan baik di
wilayah-wilayah tertentu, yang menyebabkan waktu pemrosesan perizinan di daerah-daerah ini tetap
lebih lama daripada di kota besar.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa beberapa daerah di Jawa Barat, seperti Kota Bandung,
telah berhasil mengadopsi sistem administrasi berbasis teknologi, seperti Sistem Layanan Perizinan
Online (SIMPEL) dan LAPOR!, yang membantu mengurangi hambatan birokrasi. Namun, di
daerah-daerah lain seperti Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Kuningan, infrastruktur teknologi
belum sepenuhnya memadai, sehingga reformasi administrasi belum memberikan hasil yang
optimal. Ini menyebabkan adanya kesenjangan dalam kecepatan layanan publik antara daerah
perkotaan dan pedesaan di Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun reformasi tata kelola
administrasi telah memperbaiki efisiensi layanan publik di Jawa Barat, tantangan birokrasi dan
kesenjangan infrastruktur teknologi masih perlu diatasi. Penyederhanaan lebih lanjut terhadap
prosedur administratif, terutama di daerah-daerah dengan keterbatasan sumber daya, dan
peningkatan infrastruktur digital di daerah-daerah terpencil menjadi kunci untuk memastikan bahwa
reformasi ini dapat diterapkan secara merata dan memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh
wilayah Jawa Barat.

3. Tantangan dalam Pelaksanaan Reformasi

Meskipun reformasi tata kelola administrasi di Provinsi Jawa Barat telah menghasilkan
beberapa perbaikan, hasil penelitian ini juga mengungkapkan sejumlah tantangan yang signifikan,
terutama di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Berdasarkan wawancara mendalam dan diskusi
kelompok terfokus (FGD) dengan ASN, tantangan utama yang dihadapi dalam melaksanakan
reformasi adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran maupun personel. Sekitar 60%
ASN melaporkan bahwa kurangnya alokasi anggaran untuk pelatihan dan pengembangan pegawai,
serta kekurangan tenaga kerja di beberapa daerah, telah menghambat upaya untuk menerapkan
reformasi secara efektif.

Tabel di bawah ini merangkum hambatan-hambatan yang dihadapi ASN dalam implementasi
reformasi tata kelola:
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Tabel 5
Hambatan yang Dihadapi ASN dalam Implementasi Reformasi
Hambatan Persentase ASN yang Mengalami (%0)
Kurangnya Sumber Daya (Anggaran/Personel) 60%
Resistensi terhadap Perubahan 45%
Kurangnya Pelatihan terkait Teknologi 70%
Kesulitan Koordinasi Antar-Sektor 55%

Sumber: Wawancara mendalam dengan ASN, 2024.

Di beberapa daerah yang lebih terpencil, seperti Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten
Kuningan, kesulitan koordinasi antar-sektor menjadi penghalang utama dalam memastikan
konsistensi reformasi. Sebanyak 55% ASN melaporkan bahwa koordinasi antara sektor
pemerintahan yang berbeda sering kali tidak berjalan lancar, terutama dalam hal berbagi data dan
sumber daya. Hambatan ini disebabkan oleh perbedaan kebijakan di berbagai tingkat pemerintahan
dan ketidakjelasan tanggung jawab antar-unit, yang mengakibatkan lambatnya implementasi
reformasi di lapangan.

Kenyataan di lapangan juga menunjukkan bahwa tantangan ini diperburuk oleh kurangnya
pelatihan terkait dengan adopsi teknologi baru. Teknologi digital, yang menjadi kunci dalam
meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintahan, belum sepenuhnya diadopsi oleh ASN di
beberapa daerah. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat kesiapan infrastruktur teknologi dan
kurangnya pemahaman teknologi

4. Digitalisasi dan Penggunaan Teknologi

Inisiatif digitalisasi telah menjadi salah satu langkah besar dalam reformasi tata kelola, dengan
pengenalan sistem manajemen berbasis digital yang bertujuan untuk mempercepat proses
administrasi. Digitalisasi ini memungkinkan pengurangan ketergantungan pada prosedur manual,
yang sebelumnya lambat dan rentan terhadap kesalahan.

Namun, proses adaptasi terhadap teknologi ini masih memerlukan waktu dan sumber daya
tambahan. Banyak ASN melaporkan bahwa meskipun digitalisasi telah meningkatkan efisiensi,
mereka masih memerlukan pelatihan tambahan untuk memaksimalkan penggunaan teknologi ini.

Tabel 6
Efisiensi Administrasi setelah Implementasi Teknologi
Indikator Sebelum Digitalisasi (Skor) Setelah Digitalisasi (Skor)
Waktu Pemrosesan Perizinan 85 hari 45 hari
Jumlah Berkas Manual yang Diproses per Bulan  1.500 3.000
Kepuasan Pegawai terhadap Sistem Baru 60% 78%

Sumber: Data Penelitian, 2024.

Digitalisasi telah membantu mempercepat layanan, tetapi tantangan adaptasi teknologi masih
ada, terutama dalam hal pelatihan pegawai dan pengembangan sistem pendukung.

Dari hasil penelitian ini, jelas bahwa reformasi tata kelola di Provinsi Jawa Barat telah
menghasilkan peningkatan transparansi, partisipasi publik, dan efisiensi administrasi, terutama
melalui digitalisasi. Namun, masih terdapat tantangan signifikan dalam hal implementasi konsisten
kebijakan, keterbatasan sumber daya, serta resistensi terhadap perubahan.

Tabel 7
Ringkasan Peningkatan dan Tantangan dalam Reformasi Tata Kelola
Aspek Kemajuan yang Dicapai Tantangan yang Dihadapi
Transparansi Meningkat dengan kebijakan akses Implementasi tidak merata di seluruh
terbuka daerah
Partisipasi Publik Forum publik diperluas Partisipasi terbatas dalam efektivitas
Efisiensi Administrasi Proses perizinan lebih cepat Hambatan birokrasi lama masih ada
Digitalisasi Layanan Publik  Prosedur manual berkurang Adaptasi teknologi dan pelatihan tambahan

Secara keseluruhan, reformasi tata kelola di Provinsi Jawa Barat telah menunjukkan hasil
yang signifikan dalam beberapa area utama seperti transparansi, partisipasi publik, dan efisiensi
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layanan administratif. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa upaya reformasi masih
menghadapi tantangan yang harus diatasi agar hasilnya lebih merata di provinsi Jawa Barat.
Peningkatan pelatihan pegawai dan alokasi sumber daya yang lebih baik dapat mempercepat proses
digitalisasi dan mengurangi resistensi terhadap perubahan. Pemerintah harus terus memantau dan
menyesuaikan strategi reformasi untuk menjamin konsistensi kebijakan dan penerapan teknologi
yang lebih efektif di seluruh wilayah.

Pembahasan

Hasil penelitian ini mengonfirmasi beberapa temuan dari penelitian terdahulu yang menunjukkan
bahwa reformasi tata kelola administrasi dapat meningkatkan efisiensi layanan publik. Namun,
tantangan dalam pelaksanaannya masih banyak ditemui, seperti keterbatasan sumber daya, resistensi
terhadap perubahan, dan adopsi teknologi yang belum merata di berbagai wilayah Provinsi Jawa Barat.
Pembahasan ini akan mengaitkan temuan-temuan penelitian dengan teori tata kelola, birokrasi,
kebijakan publik, dan partisipasi masyarakat, serta membandingkannya dengan penelitian-penelitian
sebelumnya.
1. Efisiensi Administrasi dan Tata Kelola yang Baik

Temuan penelitian ini mendukung teori tata kelola yang menekankan pentingnya transparansi,
akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam meningkatkan kualitas layanan publik (UNDP, 2009;
Papaconstantinou, 2023). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi layanan publik di
Jawa Barat, seperti pada Kota Bandung dan Kota Bekasi, telah meningkatkan efisiensi administrasi
dengan menurunkan waktu pemrosesan perizinan dari 85 hari menjadi 45 hari. Ini selaras dengan
penelitian Milakovich (2021) yang menemukan bahwa integrasi teknologi informasi meningkatkan
efisiensi dan responsivitas dalam tata kelola pemerintahan.

Penelitian terdahulu oleh Sutopo & Wijaya (2019) juga mencatat peningkatan efisiensi di
daerah-daerah yang telah mengadopsi sistem digital dalam pelayanan publik. Namun, kesenjangan
implementasi teknologi antara daerah perkotaan dan pedesaan di Provinsi Jawa Barat masih terlihat
jelas, di mana daerah seperti Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi belum sepenuhnya
merasakan dampak reformasi karena keterbatasan infrastruktur teknologi. Hal ini mengonfirmasi
hasil penelitian Handoko (2020) yang menunjukkan bahwa daerah terpencil di Indonesia sering kali
tertinggal dalam implementasi digitalisasi karena keterbatasan infrastruktur.

2. Hambatan Birokrasi dan Reformasi ASN

Teori birokrasi Weber (2009) dan penelitian oleh Pollitt & Bouckaert (2017) menekankan
bahwa birokrasi yang efisien harus memiliki hirarki yang jelas dan fleksibilitas dalam menghadapi
perubahan lingkungan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa meskipun reformasi telah
memperbaiki beberapa aspek tata kelola, 45% ASN yang terlibat dalam wawancara mengeluhkan
resistensi terhadap perubahan, terutama terkait dengan kebijakan baru yang dianggap terlalu cepat
diperkenalkan tanpa persiapan yang memadai.

Hasil ini juga didukung oleh penelitian Santosa & Putri (2018), yang menemukan bahwa ASN
di Indonesia sering kali merasa tertekan dengan perubahan kebijakan yang mendadak tanpa pelatihan
yang cukup, menyebabkan resistensi terhadap perubahan. Hambatan lain yang ditemukan dalam
penelitian ini, seperti kurangnya pelatihan terkait teknologi yang dilaporkan oleh 70% ASN, selaras
dengan temuan Osborne (2020) yang menekankan pentingnya transformasi digital dalam birokrasi
modern untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Penelitian terdahulu oleh Setiawan (2017)
juga menyebutkan bahwa salah satu penyebab lambatnya reformasi di Indonesia adalah kurangnya
pelatihan terkait teknologi bagi ASN, terutama di daerah terpencil.

3. Kebijakan Publik dan Implementasi yang Efektif

Penelitian ini juga mengonfirmasi teori kebijakan publik yang diajukan oleh Dye (1992), yang
menekankan pentingnya evaluasi kebijakan untuk memastikan reformasi yang berkelanjutan. Di
Jawa Barat, meskipun kebijakan reformasi telah diterapkan di banyak daerah, evaluasi dan
konsistensi implementasi masih menjadi tantangan. Hasil ini sesuai dengan penelitian Amiruddin &
Firmansyah (2021), yang menemukan bahwa kebijakan publik di tingkat daerah sering kali kurang
dievaluasi secara sistematis, sehingga implementasi di lapangan menjadi tidak merata.

Teori Multiple Streams dari Perry & Kingdon (1985) yang menggambarkan proses kebijakan
sebagai hasil interaksi antara masalah, kebijakan, dan politik juga relevan dalam konteks Jawa Barat.
Penelitian ini menemukan bahwa dukungan politik di daerah perkotaan seperti Kota Bandung
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mempercepat implementasi reformasi, sementara di daerah yang lebih terpencil atau kurang
mendapat perhatian politik, seperti Kabupaten Garut, reformasi berjalan lebih lambat. Ini juga
mendukung temuan dari Suharto (2019), yang menyebutkan bahwa keberhasilan reformasi di
Indonesia sering kali dipengaruhi oleh komitmen politik lokal.

4. Partisipasi Publik dalam Reformasi

Teori partisipasi masyarakat dari Arnstein (2019), yang mengembangkan konsep "Tangga
Partisipasi"”, menggambarkan bahwa partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan dapat
bervariasi dari tingkat yang rendah hingga tinggi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun
ada upaya untuk meningkatkan partisipasi publik di Jawa Barat, hanya 60% responden yang merasa
terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Temuan ini sesuai dengan penelitian Wahyudi (2020),
yang menemukan bahwa partisipasi masyarakat di Indonesia, terutama di daerah pedesaan, sering
kali masih bersifat simbolis dan tidak efektif dalam mempengaruhi kebijakan publik.

Hasil ini juga konsisten dengan Rowe & Frewer (2000), yang menekankan pentingnya inklusi
yang lebih luas dalam proses partisipasi. Dalam konteks Jawa Barat, daerah-daerah seperti
Kabupaten Cirebon menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan
masih rendah, yang dapat mengurangi dukungan terhadap kebijakan reformasi. Quick & Feldman
(2011) juga menggarisbawahi pentingnya inklusi dalam partisipasi, terutama untuk kelompok-
kelompok yang sering terpinggirkan, yang tampaknya belum sepenuhnya tercapai dalam reformasi
di beberapa daerah di Jawa Barat.

Hasil penelitian ini mendukung berbagai teori tata kelola, birokrasi, kebijakan publik, dan
partisipasi masyarakat, serta memperkuat temuan dari penelitian terdahulu yang menekankan
pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam tata kelola yang efektif.
Meskipun reformasi di Provinsi Jawa Barat telah membawa perbaikan dalam efisiensi layanan
publik, tantangan yang dihadapi oleh ASN, seperti resistensi terhadap perubahan, kurangnya
pelatihan teknologi, dan keterbatasan sumber daya, masih menjadi hambatan signifikan.

Penelitian ini juga menegaskan pentingnya evaluasi kebijakan yang berkelanjutan dan
dukungan politik lokal dalam memastikan keberhasilan reformasi. Oleh karena itu, diperlukan
peningkatan kapasitas ASN melalui pelatihan yang lebih intensif, penyederhanaan prosedur
birokrasi, serta penguatan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan
bahwa reformasi tata kelola dapat dilaksanakan secara efektif dan konsisten di seluruh wilayah
Provinsi Jawa Barat.

SIMPULAN.

Penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang reformasi tata kelola
administrasi pemerintahan di Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi telah
membawa peningkatan signifikan dalam efisiensi layanan publik, terutama dalam proses perizinan dan
pelayanan administratif. Digitalisasi layanan, yang diterapkan di daerah perkotaan seperti Kota
Bandung dan Kota Bekasi, telah berkontribusi pada pengurangan waktu pemrosesan perizinan dari 85
hari menjadi 45 hari, yang mencerminkan keberhasilan implementasi reformasi di tingkat tertentu.

Namun, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan reformasi masih menjadi perhatian utama.
Keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran maupun tenaga kerja, dilaporkan oleh 60% ASN
sebagai hambatan utama dalam implementasi reformasi. Selain itu, resistensi terhadap perubahan di
kalangan ASN, yang mencapai 45%, menunjukkan perlunya manajemen perubahan yang lebih baik.
Kurangnya pelatihan terkait teknologi yang diungkapkan oleh 70% ASN juga menghambat kemampuan
mereka untuk beradaptasi dengan sistem baru, sementara kesulitan koordinasi antar-sektor yang
dilaporkan oleh 55% ASN memperburuk efektivitas implementasi reformasi.

Partisipasi publik dalam pengambilan keputusan juga masih tergolong rendah, dengan hanya
60% responden yang merasa terlibat. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam keterlibatan
masyarakat untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik. Berdasarkan temuan ini,
langkah-langkah strategis perlu diambil untuk mengatasi tantangan yang ada. Peningkatan kapasitas
ASN melalui program pelatihan intensif dan penyederhanaan prosedur birokrasi di daerah-daerah
dengan infrastruktur yang terbatas adalah langkah awal yang penting. Selain itu, peningkatan partisipasi
masyarakat dalam pengambilan keputusan publik, melalui forum konsultasi yang lebih inklusif, akan
memberikan suara bagi masyarakat dan meningkatkan dukungan terhadap kebijakan reformasi.
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Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi tata kelola di Provinsi
Jawa Barat memerlukan perhatian berkelanjutan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi
publik. Jika langkah-langkah strategis yang diusulkan diimplementasikan, diharapkan reformasi tata
kelola dapat diterapkan secara lebih merata dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh
masyarakat, serta menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, efisien, dan berkelanjutan dalam
menghadapi tantangan yang semakin kompleks di era globalisasi.
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